KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: W16.U1/ o=z /HK.02/1/2022

TENTANG

PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN
JARAK TEMPUH (RADIUS) DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PADA PENGADILAN NEGERI /TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI /TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang

a.

d.

PALANGKA RAYA KELAS IA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2012 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka
Raya Kelas IA tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara
pada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial
Palangka Raya Kelas IA

Bahwa berdasar ketentuan pasal 73 ayat (5) Undang -
Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan terdapat jenis pendapatan yang tidak
diperkenankan untuk dipungut lagi oleh Badan Peradilan
sebagaimana pula diatur dalam Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor. 21B/SEK/KU.04.2/1/2017,
tanggal 17 Januari 2017.

Bahwa besaran panjar biaya perkara sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Pengadilan
Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA
Nomor : W16.U1/1050/HK.02/IV/2021, tanggal 19 April
2021 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
perekonomian terkini khususnya di Wilayah Provinsi
Palangka Raya yang merupakan Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka
Raya Kelas IA, serta terdapat pula penerapan peraturan
perundangan yang substansinya bertentangan dengan
peraturan perundangan terdahulu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b
dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka
Raya Kelas IA tentang Panjar biaya proses penyelesaian
perkara berdasar jarak tempuh (radius) dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya
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Ketentuan 145 Reglement VVoor de Buitengawesten (RBg);

Ketentuan pasal 73 ayat (5) Undang — Undang Nomor.30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

. Undang Undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

Kehakiman ;

. Undang Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Perubahan

kedua atas Undang Undang Np.14 Tahun 1985, tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Undang Undang No.49 Tahun 2009, tentang Perubahan
atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun
2019, tanggal 23 Januari 2019, tentang Jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya;

Undang Undang No.10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun
2000 tentang Bea Materai;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03
Tahun 2012, tanggal 10 April 2012 atas Perubahan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2
Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009, tentang biaya
proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1
Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014, tentang Pedoman
Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2
Tahun 2015, tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan
Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3
Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Dibawahnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02
Tahun 2007, tanggal 31 Agustus 2007, tentang tidak
berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2
Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung nomor: 4 Tahun 1998 tentang biaya administrasi;
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Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4
Tahun 2008, tentang sisa panjar biaya perkara perdata
yang tidak diambil oleh pihak berperkara setelah perkara
diputus;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 06 Tahun 2014 Tentang: Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang:
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
tanggal 7 Maret 2002 No : KMA/42/Ak/III/2002, tentang
biaya perkara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan
Kembali (PK);

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan tanggal 7 Maret 2002 No : KMA/42/Ak/11/2002,
tentang biaya perkara yang dimohonkan Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK);

Maklumat Ketua Mahkamah Agung
01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Di Bawahnya;

.Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 15 AJ/SK/PAN/IX/2009, tentang biaya proses
penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor.
21B/SEK/KU.04.2/1/2017, tanggal 17 Januari 2017.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah  Agung Republik Indonesia = Nomor:
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat
Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di
Pengadilan;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor:
1939/DJU/SK/HM.02.03/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018
tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah
Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Palangkara Raya
tanggal 15 Maret 2019 No.1 Tahun .2019, tentang
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.5 Tahun 2019, tentang Jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA



Kesatu

Kedua

Ketiga :

TENTANG PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA BERDASAR JARAK TEMPUH (RADIUS) DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

Menetapkan dan memberlakukan Panjar Biaya Proses
Penyelesaian Perkara Berdasar jarak tempuh (RADIUS) dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan
Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya
Kelas IA Palangka Raya Nomor : W16.U1/1050/HK.02/I\V/2021,
tanggal 19 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
Kelas 1A,

-,

PASKATU HARDINATA, S.H., M.H fs















































































































